
BUPATI  JEMBRANA
PERATURAN BUPATI   JEMBRANA

NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG

INDIKATOR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007

BUPATI  JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab mulai dari

perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasin

hasil kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu adanya

indikator kinerja dalam penjabaran Sasaran, program dan

kegiatan Organisasi;

b. bahwa untuk menyusun perncanaan dan penganggaran

pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan dipandang perlu

menetapkan indikator kinerja, baik indikator input (masukan),

indikator output (keluaran) maupun indikator outcomes (hasil);

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas,

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten

Jmebrana Tahun 2007 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

2.Undang-Undang…..
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun   2004    tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32
Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548 );

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah ……
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9. Peaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

10. Peaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan
Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indnesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Instruksi Presidan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten mebrana Nomor 2 Tahun 2006
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dam Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana (Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun

2007;

KEDUA : Indikator Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana

dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan indikator yang

dipakai ukuran atau patokan dalam menilai masukan, manfaat

masukan, keluaran, manfaat keluaran dan hasil kinerja sebagai

dasar dalam penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tahun 2007 serta evaluasinya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran

KETIGA : Naskah Indikator kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam

diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEEMPAT ……
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KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Negara
pada tanggal 27 Desember 2007
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 28 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

DRS. I KETUT WIRYATMIKA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 43


